BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker

(PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli — 12 Juli 2018 di

bidang Pemerintahan khususnya bidang Kefarmasian dan Perbekalan

Kesehatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Calon Apoteker dapat memahami tujuan, fungsi, tugas pokok,
kedudukan dan wewenang dari bidang kefarmasian dan
perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Jawa Timur. Calon
Apoteker juga mengenal program-program yang ada Yyaitu
Farkomik dan Penggunaan Obat Rasional, Obat Publik, NAPZA,
Alat Kesehatan dan PKRT, Obat Tradisional dan Kosmetik,
Makanan dan Minuman, Ketenagaan dan Pelayanan Masyarakat.

2. Calon Apoteker dapat memahami tentang pencegahan berbagai
penyakit berbahaya dengan melakukan penyuluhan kepada
masyarakat, pemasangan poster ataupun leaflet, sampai
melakukan vaksinasi bagi masyarakat.

3. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan berada di bawah
bidang Sumber Daya Kesehatan yang bertanggung jawab
langsung kepada Dinas. Apoteker berperan dalam memastikan
pemerataan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan di
masyarakat. Apoteker bertugas melakukan pengawasan,
pembinaan, dan pengendalian perbekalan farmasi.

4. Dalam memasuki dunia kerja, apoteker haruslah mampu
memahami kondisi di lapangan dan dapat mengambil tindakan

yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada berdasarkan ilmu
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pengetahuan ataupun pengalaman yang sudah pernah didapat

sebelumnya.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker
(PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli — 12 Juli 2018 di
bidang Pemerintahan khususnya bidang kefarmasian dan perbekalan
kesehatan, hal yang disarankan adalah :
1. Bagi Kunjungan Puskesmas dan Gudang Farmasi
Pengaturan waktu ketika kunjungan untuk diatur lebih efisien
agar kunjungan tidak dilakukan terburu-buru dan semua kegiatan
bisa dilakukan hingga selesai.
2. Bagi Mahasiswa
Mahasiswa diharapkan lebih disiplin dan lebih aktif dalam
menggali informasi selama proses PKPA sehingga pengetahuan

baru yang diperoleh lebih banyak.
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